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PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANGGONDAWE
KECAMATAN MORA}"IO KABUPATE}{ KONAWE SELATAN

DENCAN RAHIVIAT TUHAN YANG IVIAHA ESA

BUPATi KONAWE SELATAN,

a. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Pembentukan

Desa Persiapan Tingkat Kabupaten Konawe Selatan,

maka Desa Wawondengi Kecamatan Moramo

Kabupaten Konawe Selatan lay'ak untuk dimekarkan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 3

Permendagri 1 Tahun 2017 teri:ang Penataan Desa

menyebutkan bahwa dalam hal Bupati menyetujui

pemekaran Desa, Bupati menetapka.n Peraturan Bupati

tentang Pembentukan Desa Persiapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana

dimaksud pada hruruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa

Persiapan Anggondawe Kecamatan Moramo Kabupaten

Konawe Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi

Sulawesi Tenggara (i,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2C03, Tambahan lrmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



)

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 201 1

Nomor 82, Tambahan Lembar-an Negara Republik

indonesia Nomor 5234) sebagaimals teiah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang

Pembentukan Per:aturan Perundang-Undangan

(i,embaran Negar-a Republik Indonesia Tshurr 2022

Nomor 143, 'l'am bahan Lembarafl Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(I-em baran Negara Republik Indonesia Talrun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

incionesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negeua Republik- Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

riengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O23 Nornor 41, Tambahan Lembaran

i.fegara Republik Indonesia iiomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang

Administrasi Pemerintahan {lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Repriblik Indonesia Nomor 5601);

6. P€raturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pem bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pcmerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (l,emtraral Negara Republik Indcnesia

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahaa Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 62C6);

8. Peraturan Pemerintah Nromor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O14 tentang Desa (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nornor 123. Tarnbahan kmtraran

Negara Republik lhdonesie Nomor 5539) sebagaima.i:a

telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (kmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6321);

9. Peraturan Menteri Daiam i.iegeri Nomor 112 Tahun

2A14 bntang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana

telah diubah beberaapa kali terakhir dengan Peraturan

Menteri Da,lam Negeri Nomor 72 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 112 Tahun 2014 tentaag Pemilihan Kepala Desa

(Berita Negala Republik Indonesia Tahun 202O Nomor

140el;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia ?ahun 2O1.5 Nomor 2036)

sebagaima,na, telah diu-lrah dengan Pera-turan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Daiam Negeri

Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukr-rm Daerah {Eerita Negara Republik Indonesia

Tahun 2Oi8 Nomor i57);

I I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

tentamg Pengasg)<at:an Dan Perrrberhcntian Xepala

Desa{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15

Nomor 4);
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T2.Perabaran Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun

2016 tentang Badan Permusl-an*-aratan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor

10 Tahun 2OQ7 tentang Urusan Pemerintah Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe

Selatan(Le mbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan

Tahun 2OO7 Nomor 1O);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1

Tahun 2016 tentang Desa {l,embaran Daerah

Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O16 Nomor 1)

sebagarmana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Pexaturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Desa

{Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun

2017 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANGGONDAWE

KECAMATAN MORAMO KAI}UPATEN KONAWB

SELATAN.

BAB I

I(ETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengal:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangJ<at Daerah sebagai

unsur Pe nyelenggara Pemerintahan Daerah,

3. tsupati adalah Bupati Konat'c Sclatan

4. Camat adaiah Calrat Moramo Kabupatcn Konaw-e Selatan.

5. Desa/Desa Induk adaiah Desa Wawondengi Kecamata-n Moramo

Kabupaten Kor nre Selatan
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6. Desa persiapan adalah bagian dari satu atau iebih desa yang

bersanding yang dipersiapkan untuk meniadi desa baru.

7. Pemerintahan Desa adalah pen3elenggara€ul urus€rn pemerintahan

dan kepeniingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai

unsur penyelengg€rra Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wawondengi Kecamatan Moramo

l(abupaten Konawe Selatan.

10. Penjabat Kepala Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa

Persiapan Anggondawe Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe

Selatan

1 1. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa

yang terdiri atas Sekretaris Desa, Peiaksana KewilaS'ahan darr

Pelaksana Teknis

12. Badan permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD

adalah BPD Desa Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten

Konawe Selatan

13. Keuangan Desa adalah semua hak dan ker*'ajiban desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan pelaksanaan hak dan kewajiban desa

14. Anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APFlDes

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa

15. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala Desa setela,h dibahas dan disepakati bersama

BPD

16, Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi Pemerintahan

antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang

berada pada permukaan bllmi dapat berupa tanda-tanda alam seperti

igir/ punggung gunung/ pegunungan (utatershed), median surigai

dan/atau unsut buatan dilapangan yang difuangkan dalam bentuk

peta.

17. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan

Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat
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yang diselenggatakan oleh Badan Permusyau,aratan Desa u$tuk
menyepalatai hal yang bersifat strategis.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan

Anggondawe Kecamatan Moramo Kabupateo Konawe Selatan.

l2l Desa Persiapan Anggondawe merupakan pemekaran dari Desa

Wawondengi Kecamatan Moramo Kabupaten Kona'*'e Selatan.

(1)

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, BATAS WLAYAH DAN

CAKUPAN WILAYAH DESA PERSIAPAN ANGGONDAWE

Pasal 3

Desa Persiapan Anggondawe Mempunyai Luas Wilayah lS9 Ha

Desa Persiapan Anggondawe mempunyai penduduk sebanyak

787 J*ta/ I97 KK

Batas wilayah desa Persiapan Anggondawe terdiri dari:

tlt

(s)

a. Sebelah Utara : Desa

b. Sebelah Selatan : Desa

c, Sebelah Timur : Desa

d. Sebelah Barat : Desa.

(4) Rrsat Pemerintahan Desa Persiapan Anggondawe berkedudukan

di Dusun ll

(5) Cakupan wilayah Desa Persiupan Anggondawe terdiri dari 3 (tiga)

dusun yaitu:

a. Dusun I

b. Dusun II

c, Dusun III
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(6) Peta Batas Wilayah Desa Persiapan Anggondarx,.e sebagaimana

tercantum dalam Lampiran merupalal bagran tidak terpisatrkan
dari Peraturan Bupati ini,

BAB IV

SARANA DAN PRASARAN DESA PERS]APAN ANGGONDAWE

Pasal 4

Sarana dan prasarana yang ada dr Desa Persiapan Anggondawe

antara lain:

a. Jalan Kabupaten;

b. Jalan Desa;

c. Sekolah Dasar;

d. Masjid;

e. Kantor Kepala Desa Persiapan;

f. Sumber Mata Air;

g. Lapangan Olahraga;

h. Tanah Pemakamaa;

i. l,ahan Pertanian

BAB V

PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN ANGGONDAWE

Pasal 5

(i) Pemerintah Desa Persiapan Anggondawe dipimpin oieh seorang

Penjabat Kepala Desa Persiaoan.vang berasal dari unsur Pegau,ai

Negeri Sipii Pemerintah Daerah.

(21 Masa Jabata-n Penjabat Kepala Desa Persiapan Alggondawe

paling iama 1 (satu) ta,hun dan dapat diperpanjang paling

hanyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

(3) Penjabat Kepala Desa Pcrsiapan Alggondawe scbagaimana

dimatrisud pada ayat {1} diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

dengan Keputusan Bupati.

t4) Penjabat Kepala Desa Persiapan Anggondawe mempunyai tugas

melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:

a. Penetapan batas wilayah sesuai dengan kaidah kartogralis

Can peraturan perundang-undzurgan I'ang berlaku;
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b. Pengeloiaan anggaran operasional Desa Persiapan yang

bersumber dari APBD Desa Induk;

c. Membentuk struktur organisasi pendukung penyelenggaraan

pemerintahan Desa Persiapan ;

d. Mengangkat perangkat desa persiapan;

e. Menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa Persiapan;

f. Membangun sa-rana dan prasarana Pemerintahan Desa

Persiapan;

g. Pendataan bidang kepencludukan, potensi ekonomi,

inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana

ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan; dan

h. Pembukaan akses perhubungan antar desa.

(5) Dalam menjalankan tugasnya, penjabat Desa Persiapan dapat

meminta bantuan perangkat Desa Induk.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI DAN TUGAS PERANGKAT

DESA PERSIAPAN ANGGONDAWE

Pasal 6

(U Pemerintah Desa Persiapan adalah penjabat Kepala Desa

Persiapan dibantu oleh perangkat Desa Persiapan.

(21 Perangkat Desa Persiapa-n sebagaimana dimalsud pada ayat (1)

terdiri atas:

a. Sekretariat desa;

b. Peiaksana Teknis; dan/atau

c. Pelaksana Kewilayahan.

{3) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada a5rat (2}

berkedudukan sebagai unsur pembantu Penjabat Kepala

Persiapan.

(4) Penjabat Kepala Desa Persiapan menetapkan bentuk struktur

organisasi Pemerintah Desa Persiapan dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa

Persiapan.
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(5) Struktur Organisasi Desa Persiapan ditetapkan dengan peraturan Desa

Induk.

Pasal 7

(l) Sekretariat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalarn pas61

6 avat (2) hun-rf a dipimpin oleh Sekretaris Desa Persiapan.

(21 Sekretariat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas 2 (iltal urusan yaitu urusan umum dan perencanaan

serta urusErn keuangan.

(3) Masing-masing urus€u"r sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 8

(1) Pelaksana Tekrris sebagaimana dirrraksud dalarn pasal 6 ayat l2l
hurrf b merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala Desa

Persiapan sebagai pelaksana tugas operasional.

{21 Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1 } terdiri

atas 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan serta seksi

kesej ahteraan dan pelayanan.

(3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 9

(1) Pelaksana kew'ilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2! huruf c merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala

Desa Persiapan sebagai satuan tugas kewilayahan.

l2l Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah 3 (tiga) dusun yaitu:

a. Dusun satu;

b. Dusun dua; dan

c. Dusun tiga.

(3) Ttrgas keu.ilayahan sebagaimana dinraksud pada ayat (1 )

meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa persiapan'

pelaksanaan pembangunan desa persiapan, pembinaan

kemasyarakatan desa persiapan, pemberdayaal masyarakat
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desa persiapan serta penanggulangan bencana, keadaan darurat
dan mendesak desa persiapa:r.

(4) Pelaksana kewilayahan sebagaima-tia dimaksuci pada ayat (1)

dilaksanakan oleh kepala dusun desa persiapan dengan

memperhatikan kondisi sosiai budaSra masyarakat setempat.

BAB VII

PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Pasal lt)

il) Dalam pelaksanaan tugas penjabat kepala desa persiapan

menJrusun rencana kerja pembangunan desa persiapan dengan

mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa persiapan.

(21 Rencana kerja pembangunan desa persiapan yang t€lah disusun

disampaikan kepada- Kepala" Desa Induk unttrk dijadikan bahan

pen,'usunan rancailgan APBDes Induk sebagai bagian

kebutuhan anggaran belaqja desa persiapan.

(3) Penjabat kepala desa persiapan ikut serta dalam pembahasan

APBDeS Induk.

(4) Dalam hal APBDes iaduk sebagairnaria dirnaksud pada ayat {3}

telah ditetapkan, terhadap arlggaran desa persiapan bersumtrer

dari APBDes Intluk, pengeloiaannya tlilaksanakan oleh Penjabat

Kepa1a f)esa Persiapan.

(5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling

banyak .?O% dari APBDes induk.

(61 Biaya, operasiona-l sebagaimana dimaksud pa-d-a. ayat (5)

digunakan untuk:

a. Tunjangan berdasarkao beban kerja bagi penjabat kepala

desa persiapan; dan

b. Alat tulis kaator, listrik, air, telepon, internet, materai ceta-k

dan penggaldaan, makar. minum rapat, maka11 minum tamu,

biaya peljalanan dinas, bentuan transportasi dan

perlengkapan kantor.

{7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana desa persiapan

yang tidak mampu dibiayai oleh APBDes induk dibebankan

kepada Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Kabupaten

dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
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(8) Anggaran Pembangunar Sarana dan Prasarana Desa Persiapan

sebagaimana dimalcsud pada ayat (7| dapat dialokasikan melalui

APBDes Induk.

BAB 1'III
ASET DESA

Pasal 11

(U Pembagian aset desa untuk desa persiapan Anggondawe

dilaksanakan setelah Peraturan Daerah tentang

Pembentukan Desa Wawondengi diundangkan menjadi

Perafi-rfan Daerah.

{2} Aset tetap desa yang berupa tanah, gedung dan bangunan, jalan,

irigasi dan jaringan y-ang berlokasi di Desa Pcrsiapan menjadi

milik Desa Persiapan.

(3) Pembagian aset desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa

induk.

(4) Serah terima aset tetap desn dari Kepala l)esa Induk kepzrda

Kepala Desa hasil pemekaran dituangkan dalam Berita Acara

Serah Terima.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Pembinaan dal pengawasan pelaksanaan Pemerintah Desa

Persiapan dilaksa-nakan oleh Tirn Pembentukan Desa Persiapan

Tiogkat Kabupaten.

(21 Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. Pelaksanaan tugas Pemerintah Desa Persiapan; da-n

b. Penggunaan biaya operasionai

I]AB X
KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 13

Kop Surat, papan nama dan stempel desa persiapan Desa

Anggondawe Kecamatan Moramo Kabupaten Konawc Selatan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
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BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 
NOMOR 59

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 5 September 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

             Ttd

ST.CHADIDJAH

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 5 September 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

             Ttd

SURUNUDDIN DANGGA
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

TENTANG

sg TAHUN 2023

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN ANCGONDAWE
KECAMATAN MORAMO KABUPATEN KONAWE SELATAN

]\i r-,]\, r\p

A. PETA BATAS DESA PERSIAPAN ANGGOONDAWE KECAMA'I'AII
MORAMO KABUPATEN KONAWtr SELATAN



B. KOP SURAT, PAPAN NAMA
ANGGONDAWE KECAMATAN
SELATAN

DAN STEMPEL DESA PERSIAPAN
MORAMO KABUPATEN KONAWE

1. BENTUK KOP SURAT DESA PERSIAPAN ANGGONDAWE

PEMERINTAII XABUPATEN KONAWE SELATAN
I{.ECAM.A.:]TAN MORAMO

DES;A PERSIAPAN ANG(X)NDAWE
Alamat : Jalan Poros............

2. PAPAN NAMA DESA PERSIAPAN ANGGONDAWE

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
KECAM.E.TAN MORAMO

DESA PERSIAPAN ANGGONDAtrIE
Alamat : Jalan Poros. ...........

3. STEMPEL DESA PERSIAPAN ANGGONDAWE

TAN,K

/

o
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ArAS.l€(l I

(Ot46 FtAlvratt *ttr

{}
,-

DESA PERSIAPAN

ANGGONDAWE

9ATE,v

=o

rAN

*

s.

*

D
-{
:

DIN DANGGA


